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ABSTRACT

The practice of making contracts under hand is still widely carried out in various legal
transactions in Indonesia, raising questions about their validity and legal force if they are
not made before a notary. This study aims to analyze the legal force and evidentiary force of
contracts made without a notarial deed according to the Civil Code (KUH Perdata). The
method used is normative juridical research with a statute approach, through a review of
primary legal materials such as the Civil Code, as well as secondary legal materials in the
form of related legal literature and journals. The results of the study show that contracts
without a notarial deed are still valid and legally binding as long as they meet the four
requirements for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely agreement,
competence, a specific object, and a lawful cause. However, the evidentiary value of
handwritten contracts is weaker than that of notarial deeds because they are only valid if
recognized by the parties who signed them. In civil dispute resolution, private contracts
can still be used as evidence, but the party filing the case must be able to prove the
authenticity of the document.
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ABSTRAK

Praktik pembuatan kontrak di bawah tangan masih banyak dilakukan dalam berbagai
transaksi hukum di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan
dan kekuatan hukumnya apabila tidak dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian kontrak yang dibuat tanpa
akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode
yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), melalui telaah terhadap bahan hukum primer seperti KUH
Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kontrak tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara
hukum selama memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, kekuatan
pembuktian kontrak di bawah tangan lebih lemah dibandingkan akta notaris karena hanya
berlaku jika diakui oleh para pihak yang menandatanganinya. Dalam penyelesaian
sengketa perdata, kontrak di bawah tangan tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi
pihak yang mengajukan harus mampu membuktikan keaslian dokumen tersebut.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Kontrak, Perjanjian di Bawah Tangan, Akta Notaris
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PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan hukum dalam masyarakat modern menuntut
adanya jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum yang
dilakukan oleh para pihak. Salah satu bentuk perwujudan hubungan hukum
tersebut adalah perjanjian atau kontrak yang berfungsi sebagai instrumen untuk
mengatur hak dan kewajiban para pihak secara timbal balik. Kontrak menempati
posisi sentral sebagai sumber perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian maupun
undang-undang (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021). Perjanjian yang dibuat secara
sah mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak
yang membuatnya, sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda yang menjadi dasar
utama dalam hukum kontrak di Indonesia (Kartikawati, 2019).

Kebebasan berkontrak sebagai asas fundamental dalam hukum perdata
memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan
syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,
maupun ketertiban umum. Asas ini melahirkan konsekuensi bahwa keabsahan
suatu kontrak tidak selalu ditentukan oleh bentuk formalnya, tetapi oleh
terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata, yakni kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dengan
demikian, sepanjang syarat-syarat tersebut terpenuhi, kontrak yang dibuat secara
lisan maupun tertulis termasuk yang tidak diaktakan oleh notaris pada dasarnya
tetap memiliki kekuatan mengikat secara hukum (Kartikawati, 2019). Asas
keseimbangan dalam perjanjian menuntut agar hak dan kewajiban para pihak
ditempatkan secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara
sepihak dan tujuan perjanjian dapat terlaksana secara adil (Sudharma, 2017).

Keberadaan notaris sering kali dianggap sebagai penjamin utama keabsahan
dan kekuatan hukum suatu perjanjian. Notaris sebagai pejabat umum memiliki
kewenangan untuk membuat akta otentik yang memuat kebenaran formal atas
tindakan hukum yang dilakukan di hadapannya (Agustini & Djaja, 2024). Akta
notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga menjadi alat bukti tertulis yang kuat dalam
proses peradilan. Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat
beranggapan bahwa suatu kontrak baru memiliki kekuatan hukum apabila
dituangkan dalam bentuk akta notaris (Kaspar & Rahayu, 2022).

Kontrak yang dibuat tanpa akta notaris tetap dapat dijadikan alat bukti
tertulis dengan kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Berdasarkan
Pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak
memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, kecuali terhadap
pihak ketiga (Monetery & Santoso, 2023). Dengan demikian, meskipun kontrak
tidak dibuat di hadapan notaris, selama memenuhi syarat formil dan materiil serta
diakui kebenarannya oleh pihak-pihak yang menandatanganinya, kontrak tersebut
tetap sah dan mengikat secara hukum. Akan tetapi, kelemahan utama kontrak di
bawah tangan terletak pada potensi timbulnya sengketa mengenai keaslian tanda
tangan atau kebenaran isi perjanjian (Putriyani, 2023).
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Permasalahan muncul ketika kontrak di bawah tangan dipersoalkan di
pengadilan. Dalam banyak kasus, pihak yang merasa dirugikan sering kali
menyangkal adanya kesepakatan atau menolak tanda tangan pada dokumen
perjanjian. Hal ini mengakibatkan pembuktian menjadi lebih kompleks karena
hakim harus menilai kebenaran materiil dokumen tersebut. Situasi demikian
menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kekuatan hukum kontrak yang
dibuat tanpa akta notaris dapat melindungi kepentingan hukum para pihak dan
memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata
(Pratama et al., 2022). Pelanggaran terhadap isi perjanjian atau wanprestasi sering
menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian secara adil melalui jalur
litigasi maupun non-litigasi agar keseimbangan hak dan kewajiban para pihak
tetap terjaga (Sudharma, 2018).

Keberadaan akta di bawah tangan memiliki konsekuensi bahwa beban
pembuktian menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan dokumen tersebut.
Apabila tanda tangan atau isi akta disangkal, maka pihak yang mengajukan
dokumen tersebut wajib membuktikan keasliannya, termasuk melalui ahli
grafologi atau saksi-saksi (Slamet et al., 2023). Berbeda halnya dengan akta notaris
yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tanpa memerlukan verifikasi
tambahan. Hal ini menimbulkan disparitas nilai pembuktian yang cukup signifikan
antara akta otentik dan akta di bawah tangan (Firdaus et al., 2019). Perlindungan
hukum terhadap para pihak dalam perjanjian merupakan manifestasi dari asas
kepastian hukum, yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban sebagaimana
diatur dalam perjanjian dan hukum positif (Sudharma & Dewi, 2023).

Permasalahan mengenai kekuatan hukum kontrak yang dibuat tanpa akta
notaris menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan asas kepastian hukum
dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktik transaksi perdata,
banyak kontrak bisnis, jual beli, maupun perjanjian pinjam-meminjam yang
dilakukan secara informal tanpa notaris. Jika kontrak tersebut kemudian
disengketakan, maka keabsahan dan kekuatan pembuktiannya menjadi isu krusial
yang harus ditelaah berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan doktrin hukum
kontrak (Sakti & Budhisulistyawati, 2020). Oleh karena itu, penting untuk
dilakukan kajian normatif mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia
memposisikan kontrak yang tidak diaktakan notaris dalam konteks kepastian
hukum, pembuktian, serta perlindungan terhadap para pihak (Pariutami &
Udiana, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
secara yuridis mengenai kekuatan hukum kontrak yang dibuat tanpa akta notaris
menurut ketentuan KUH Perdata. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami
kedudukan dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam sistem hukum
perdata Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para
pihak yang terikat dalam perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum perdata,
khususnya dalam pembentukan doktrin yang lebih adaptif terhadap praktik
perjanjian yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat umum (Kartikawati, 2019).
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah norma-norma hukum
positif yang mengatur tentang perjanjian dan bentuk akta dalam sistem hukum
perdata Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum
primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta bahan hukum
sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan
dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif
deskriptif, yakni dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang
berlaku serta doktrin-doktrin hukum untuk memperoleh pemahaman mendalam
mengenai kekuatan hukum kontrak yang dibuat tanpa akta notaris menurut KUH
Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keabsahan Kontrak yang Dibuat Tanpa Akta Notaris Menurut KUH Perdata

Kontrak merupakan sumber utama timbulnya perikatan dalam hukum
perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu
adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal
tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif dan
tidak mensyaratkan bentuk tertentu, sehingga perjanjian yang dibuat secara lisan
maupun tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notaris, tetap memiliki kekuatan
hukum yang mengikat bagi para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021).

Dalam asas kebebasan berkontrak, setiap individu diberikan hak untuk
menentukan isi, bentuk, dan tata cara pembuatan kontrak sesuai dengan
kepentingannya. Asas ini menegaskan bahwa bentuk formal suatu perjanjian
bukanlah faktor penentu keabsahannya, melainkan substansi perjanjian itu sendiri
yang menjadi ukuran (Kartikawati, 2019). Oleh karena itu, kontrak yang dibuat di
bawah tangan tetap sah dan mengikat apabila telah memenuhi unsur kesepakatan
dan kehendak bebas tanpa adanya paksaan atau kekhilafan. Keabsahan kontrak
demikian juga sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa
setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para
pihak yang membuatnya.

Walaupun tidak diaktakan oleh notaris, perjanjian di bawah tangan tetap
memiliki kekuatan hukum apabila dibuat atas dasar kehendak bebas dan dengan
objek yang jelas. Dalam praktiknya, masyarakat sering menggunakan bentuk
kontrak ini karena sifatnya lebih sederhana, efisien, dan tidak memerlukan biaya
notariil. Namun, kontrak di bawah tangan memiliki kelemahan pada aspek
formalitas dan pembuktian, terutama ketika muncul sengketa yang menuntut
pembuktian autentik atas kesepakatan yang dibuat (Monetery & Santoso, 2023).
Oleh sebab itu, bentuk kontrak ini tetap diakui sah, tetapi memiliki konsekuensi
hukum tersendiri dalam hal nilai pembuktiannya.
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Keabsahan kontrak di bawah tangan juga dikaitkan dengan asas
keseimbangan dalam hukum perjanjian. Menurut asas ini, hubungan kontraktual
harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, agar tidak ada
pihak yang dirugikan secara sepihak (Slamet et al.,, 2023). Dengan demikian,
meskipun kontrak tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, sepanjang substansi
kontrak mencerminkan itikad baik dan keseimbangan, maka kontrak tersebut sah
dan dapat dilaksanakan secara hukum.

Selain itu, hukum positif Indonesia tidak mengenal hierarki bentuk kontrak
yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Notaris hanya berperan sebagai
pejabat umum yang memberikan kekuatan otentik terhadap dokumen hukum,
bukan menentukan sah atau tidaknya perjanjian itu sendiri (Kaspar & Rahayu,
2022). Oleh karena itu, kontrak yang dibuat tanpa notaris tetap memiliki kekuatan
hukum yang sama dalam hal mengikat para pihak, selama memenuhi unsur sah
perjanjian. Perbedaannya hanya terletak pada nilai pembuktian dan kekuatan
formalitasnya di hadapan hukum.

Dengan demikian, secara normatif, ketentuan hukum perdata Indonesia
menegaskan bahwa kontrak yang dibuat tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat
secara hukum. Syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal
1320 KUH Perdata menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan kontrak
tersebut. Notaris hanya berfungsi memperkuat aspek formil dan pembuktian,
bukan menentukan validitas substansi perjanjian (Agustini & Djaja, 2024).

Kekuatan Pembuktian Kontrak di Bawah Tangan Dibandingkan Akta Notaris
Menurut KUH Perdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kekuatan pembuktian suatu
kontrak ditentukan oleh bentuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti
tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta
yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk
yang ditentukan oleh undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian
sempurna mengenai apa yang termuat di dalamnya, baik bagi para pihak maupun
pihak ketiga (Monetery & Santoso, 2023). Dengan demikian, akta notaris tidak
hanya menunjukkan adanya hubungan hukum antar pihak, tetapi juga menjamin
kebenaran formal dari isi perjanjian yang dibuat di hadapan notaris.

Sebaliknya, Pasal 1874 KUH Perdata mengatur bahwa akta di bawah tangan
adalah akta yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum. Akta jenis ini tetap
diakui sebagai alat bukti tertulis, tetapi kekuatan pembuktiannya bergantung pada
pengakuan para pihak yang menandatanganinya (Kartikawati, 2019). Jika salah
satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi dokumen, maka pihak yang
mengajukan akta di bawah tangan tersebut wajib membuktikan keasliannya.
Dengan demikian, nilai pembuktian kontrak di bawah tangan bersifat relatif dan
tidak otomatis memiliki kekuatan sempurna sebagaimana akta notaris.

Perbedaan utama antara akta otentik dan akta di bawah tangan terletak
pada beban pembuktian. Dalam akta otentik, kebenaran formal dianggap telah
dijamin oleh pejabat pembuat akta, sehingga tidak diperlukan pembuktian
tambahan kecuali terdapat dugaan palsu. Sementara dalam akta di bawah tangan,
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pihak yang merasa dirugikan dapat dengan mudah menyangkal keabsahan isi
maupun tanda tangan, sehingga pihak lain harus membuktikan keasliannya
dengan alat bukti tambahan seperti saksi atau ahli grafologi (Slamet et al., 2023).
Hal ini menimbulkan risiko hukum yang lebih besar bagi para pihak yang memilih
membuat kontrak tanpa notaris.

Meskipun demikian, akta di bawah tangan tetap dapat memiliki kekuatan
pembuktian yang sama dengan akta otentik apabila diakui kebenarannya oleh para
pihak yang menandatanganinya. Pasal 1875 KUH Perdata menegaskan bahwa
apabila isi akta di bawah tangan diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka akta
tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik
(Firdaus et al., 2019). Dengan kata lain, pengakuan para pihak merupakan faktor
penentu bagi validitas pembuktian kontrak di bawah tangan di hadapan hukum.

Kelemahan lain dari kontrak di bawah tangan adalah tidak adanya jaminan
formal dari pejabat umum atas keaslian waktu dan tempat penandatanganan. Hal
ini menimbulkan keraguan apabila perjanjian tersebut dijadikan dasar gugatan,
terutama ketika terjadi perbedaan penafsiran atau tuduhan pemalsuan dokumen
(Putriyani, 2023). Sebaliknya, akta notaris mencantumkan tanggal, identitas para
pihak, serta verifikasi dokumen secara formal, sehingga dapat menjadi alat bukti
yang kuat dan sulit disangkal di pengadilan.

Meskipun memiliki perbedaan nilai pembuktian, hukum perdata Indonesia
tidak meniadakan keberlakuan kontrak di bawah tangan. Prinsip dasarnya adalah
setiap alat bukti memiliki nilai hukum selama memenubhi syarat formil dan materiil
yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, kontrak di bawah tangan
tetap sah dan dapat dijadikan dasar hukum selama dapat dibuktikan
kebenarannya, meskipun tidak memiliki kekuatan sempurna sebagaimana akta
otentik (Kaspar & Rahayu, 2022). Perbedaan ini menunjukkan bahwa notaris
berfungsi memperkuat aspek legal formal dan kepastian hukum, tetapi tidak
meniadakan keabsahan substansi kontrak yang dibuat di bawah tangan.

Implikasi Hukum terhadap Para Pihak Jika Kontrak di Bawah Tangan
Disengketakan di Pengadilan

Kontrak di bawah tangan yang disengketakan di pengadilan menimbulkan
persoalan hukum terutama pada aspek pembuktian dan perlindungan hak para
pihak. Dalam hal terjadi sengketa, pihak yang mendalilkan adanya perjanjian di
bawah tangan memiliki beban untuk membuktikan keabsahan isi dan tanda tangan
dalam dokumen tersebut sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata. Jika salah satu
pihak menyangkal tanda tangan atau kebenaran isi perjanjian, maka hakim akan
menilai bukti tersebut melalui alat bukti tambahan seperti keterangan saksi atau
pemeriksaan ahli grafologi (Slamet et al., 2023). Hal ini berbeda dengan akta notaris
yang telah dijamin kebenarannya secara formal oleh pejabat umum sehingga tidak
memerlukan pembuktian tambahan, kecuali terdapat dugaan pemalsuan
(Monetery & Santoso, 2023).

Dalam proses peradilan perdata, hakim memiliki wewenang untuk menilai
kekuatan pembuktian dari suatu dokumen dengan mempertimbangkan asas freies
beweiswiirdigung, yaitu kebebasan hakim dalam menilai alat bukti berdasarkan
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keyakinan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu,
meskipun kontrak di bawah tangan memiliki kedudukan yang lebih lemah
dibanding akta otentik, bukan berarti tidak dapat dijadikan dasar dalam putusan
hukum (Kartikawati, 2019). Hakim dapat menjadikan kontrak di bawah tangan
sebagai alat bukti yang sah apabila terbukti memenuhi unsur kesepakatan dan
tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan (Sriwidodo & Kristiawanto,
2021).

Implikasi hukum yang muncul dari kontrak di bawah tangan yang
disengketakan tidak hanya terkait pembuktian, tetapi juga berhubungan dengan
tanggung jawab hukum para pihak. Apabila terbukti salah satu pihak melakukan
wanprestasi, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi,
ganti rugi, atau pembatalan kontrak sesuai Pasal 1267 KUH Perdata (Sakti &
Budhisulistyawati, 2020). Namun, apabila keabsahan kontrak diragukan akibat
tidak adanya pengesahan formal, maka risiko kehilangan hak atas tuntutan hukum
menjadi lebih besar bagi pihak yang tidak dapat membuktikan keberadaan
perjanjian tersebut. Dengan demikian, aspek formalitas dalam pembuktian
memiliki peran penting untuk melindungi kepentingan hukum para pihak.

Selain itu, kontrak di bawah tangan yang disengketakan sering
menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan interpretasi terhadap isi
dan maksud perjanjian. Ketika isi perjanjian tidak dituangkan dengan bahasa
hukum yang jelas, hakim sering kali harus menafsirkan kehendak para pihak
berdasarkan asas itikad baik dan keseimbangan (Kaspar & Rahayu, 2022). Asas
keseimbangan berfungsi sebagai pedoman agar hakim dapat memutus perkara
secara adil dengan memperhatikan proporsionalitas hak dan kewajiban masing-
masing pihak (Sudharma, 2017). Oleh karena itu, meskipun kontrak di bawah
tangan tetap diakui secara hukum, risiko multitafsir dan ketidakpastian hukum
tetap menjadi potensi masalah yang tidak dapat diabaikan.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, para pihak yang terlibat dalam
kontrak di bawah tangan memiliki kedudukan hukum yang sama, tetapi beban
pembuktian yang berat dapat melemahkan posisi pihak yang secara ekonomi atau
sosial lebih lemah. Dalam hal ini, asas perlindungan hukum dan asas kepastian
hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi penting untuk
menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian (Pariutami & Udiana, 2020).
Oleh sebab itu, pembuatan akta di hadapan notaris sering kali dianjurkan bukan
karena keabsahan substansi kontrak, melainkan untuk memperkuat posisi hukum
para pihak di hadapan pengadilan (Agustini & Djaja, 2024).

Dengan demikian, implikasi hukum dari kontrak di bawah tangan yang
disengketakan di pengadilan sangat bergantung pada kemampuan pihak yang
mengajukan kontrak tersebut untuk membuktikan keasliannya. Kontrak di bawah
tangan tetap sah dan mengikat, namun memiliki kekuatan pembuktian yang lemah
apabila tidak diakui oleh pihak lawan. Oleh karena itu, penggunaan akta notaris
tetap menjadi pilihan terbaik bagi pihak-pihak yang menghendaki kepastian
hukum dan perlindungan maksimal terhadap isi perjanjian yang dibuat (Firdaus et
al., 2019).
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SIMPULAN

Kontrak yang dibuat tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara
hukum sepanjang memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek
tertentu, dan sebab yang halal. Keabsahan kontrak tidak ditentukan oleh bentuk
formalnya, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur substantif perjanjian
tersebut. Notaris berfungsi memperkuat aspek formil dan pembuktian, tetapi
bukan merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya kontrak.
Dengan demikian, kontrak di bawah tangan memiliki kedudukan yang sama
sahnya dengan kontrak yang dibuat melalui akta notaris, meskipun memiliki
konsekuensi hukum yang berbeda dari sisi pembuktian. Kekuatan pembuktian
kontrak di bawah tangan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan akta
notaris. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna
karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dijamin kebenaran
formalnya oleh hukum. Sementara itu, akta di bawah tangan hanya memiliki
kekuatan pembuktian apabila diakui oleh para pihak yang menandatanganinya.
Apabila terjadi penyangkalan, pihak yang mengajukan kontrak tersebut wajib
membuktikan keasliannya melalui alat bukti lain seperti saksi atau ahli grafologi.
Oleh sebab itu, meskipun kontrak di bawah tangan tetap diakui secara hukum,
kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan bergantung pada pengakuan para
pihak serta penilaian hakim di persidangan.

Implikasi hukum terhadap para pihak apabila kontrak di bawah tangan
disengketakan di pengadilan sangat bergantung pada kemampuan pembuktian
dan pengakuan isi kontrak tersebut. Pihak yang mendalilkan keberadaan perjanjian
harus dapat membuktikan keaslian dokumen serta kebenaran isi perjanjian agar
memiliki kekuatan hukum. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka
pihak lain dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan
kontrak sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Namun, karena kontrak di
bawah tangan tidak memiliki kekuatan otentik seperti akta notaris, maka risiko
ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak yang lemah secara ekonomi atau
sosial menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris tetap
dianjurkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi
para pihak yang membuat perjanjian.
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